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1.1 Latar Belakang
Kemiskinan di perdesaan masih menjadi tantangan pembangunan

nasional. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

adalah masyarakat yang tinggal di desa. Hal ini menggambrk
terbanyak masyarakat miskin di Indonesia tinggal di desag’ASpek,ekoriomi, sosial
dan lingkungan kehidupan pedesaan telah mengalami % yang signifikan

penurunan populasi dan penuaan, penga , Erbdtasnya akses terhadap

layanan dasar, kurangnya transportasi

merupakan salah satu bentuk dari

kepedulian  pemerintah m

t an dasar untuk pertumbuhan ekonomi dan

%1). Pembangunan infrastruktur juga mempunyai
aspek pembangunan.

peranan pentin
DQ' eflakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

erah, paradigma pembangunan di Indonesia telah mengalami

Pemeri %
pﬁ%, g signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara
en

a pengentasan kemiskinan karena

pembangunan infrastr

produktivitas (Os

m i paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Perhatian
terhadap masyarakat bukanlah hal baru dalam kebijakan publik, penggunaan
teknik 'pengembangan masyarakat' sejak abad kedelapan belas terus berlanjut
untuk mempertahankan kontrol sosial (Somerville, 2011). Dua dekade terakhir,
dapat dilihat minat dalam partisipasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan,
mulai dari pergeseran global menuju keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
terus dikembangkan (Nations, 2008). Secara berkelanjutan, penyediaan barang

publik, layanan dan kesejahteraan, dan kebijakan yang muncul bertujuan untuk
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menyerahkan otonomi dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut
kepada masyarakat dan anggota masyarakat mereka (Moore & Mckee, 2014).
Kebijakan yang muncul berupa program yang dimaksudkan untuk dipimpin dan
dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri yang bertujuan untuk mengembangkan
masyarakat lokal agar memiliki kemampuan untuk berhasil merespons perubahan
(Bradley, 2014; Herbert-cheshire, 2000; Barnes et al., 2007).

Berkaitan dengan hal tersebut, model pembangunan berbasis
pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu konsep pembanguman yang
dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemangku kepentingall pefésintah

dan masyarakat menggunakan metode yang terkait dengan pe % aan

melibatkan anggota masyarakat dalam menemukan solusi
lokal yang mereka hadapi (Bradley, 2014; Moore & , Barnes et al.,

h masalah

2007). Melalui program pemberdayaan masyarak apat mengatur dan
memobilisasi partisipasi aktif masyarakat (Crm, 99) karena partisipasi

masyarakat memainkan peran penting dala e ngun masyarakat dengan

menciptakan konstituen yang lebih n memberi lebih banyak akses ke

sumber daya yang tersedia (Foster et al., 2009). Sejalan dengan hal
tersebut, Narayanan et ngungkapkan bahwa inovasi untuk
pendekatan yang memfaSiita unitas aktif partisipasi dapat menjadi cara
yang efektif untuk katkarr akses terhadap layanan dasar antara masyarakat

mpuan keuangan Pemerintah Daerah dalam
dasar di perdesaan menjadikan program pembangunan

erupa PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan

pemberdayaan masyarakat adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
(PPIP). Program tersebut merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui
pembangunan infrastruktur dasar. PPIP menitikberatkan penanganan desa
tertinggal yang memiliki pelayanan infrastruktur yang rendah. Tujuan dari
program ini adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, dan
kaum perempuan kepada pelayanan infrastruktur dasar permukiman perdesaan

yang mendukung potensi desa dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan
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masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi fokus utama
program ini adalah : (i) pengembangan masyarakat; (ii) pembangunan/
peningkatan infrastruktur perdesaan; dan (iii) peningkatan peran stakeholder dan
pemerintah daerah (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014).

Salah satu daerah yang mendapatkan Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan (PPIP) adalah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
Program ini telah dilaksanakan di Kabupaten Tegal sejak tahun 2011 sampai
dengan tahun 2015. Berdasarkan laporan hasil audit PPIP pada Kabupaten Tegal
tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh Badan Pengawasan K@ adan

Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jawa Tengah, ting herasilan

PPIP dengan skor indikator utama Kinerja adalah sebesa dari skor
apan penyelenggaraan

inilai cukup siap dalam

mendukung kegiatan pemberdayaan masyar un, capaian nilai indikator

tahun 2014 dan 2015 tida r
yang berlaku.

h
Berhasil a k atu program berbasis pemberdayaan masyarakat

% atau memperoleh skor 6,19
ahwa pelaksanaan kegiatan PPIP

usun dan disampaikan sesuai ketentuan

ini  tidak lepa rtisipasi masyarakat karena program tersebut

mengikutse akat setempat dalam setiap tahapnya, yakni sejak tahap
perenc %ga tahap operasional dan pemeliharaan. Adisasmita (2006),
m %bahwa dengan adanya partisipasi / keterlibatan langsung dari
m&ka enerima program pembangunan, maka hasil pembangunan tersebut
akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di negara
berkembang, partisipasi masyarakat pada umumnya masih harus dimobilisasi
melalui campur tangan pemerintah dalam mengupayakan kerjasama
(Kusumatantya, 2013). Partisipasi masyarakat merupakan proses yang dapat
meningkatkan komunikasi, interaksi dan pengambilan keputusan bersama antara

pemangku kepentingan yang berbeda (Race & Millar, 2008). Dewasa ini,

partisipasi dipandang sebagai 'hak’ bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam
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keputusan dan tindakan yang mempengaruhi mereka, namun jenis partisipasi
perlu dipilih dengan hati- hati, karena tidak setiap jenis akan selalu sesuai. Hal ini
disebabkan karena kurangnya kemauan masyarakat untuk dilibatkan, lingkungan
yang sangat mudah berubah, kurangnya keterampilan untuk memfasilitasi
partisipasi atau konflik karena adanya harapan yang berbeda. Gyan & Ampomah
(2016), mengemukakan bahwa konflik dan hubungan pemangku kepentingan,
mempengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, para pengelola program

perlu memperhatikan hubungan antara pemangku kepentingan, karemga konflik
yang sering terjadi antar para pemangku kepentingan se%\watif

mempengaruhi proyek pengembangan masyarakat. %

Dalam pelaksanaannya, PPIP terus berupaya meni X% asitas dan
peran masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan @t a lain melalui
peningkatan partisipasi secara aktif dalam pelaksafaan m Khususnya peran
serta perempuan dan masyarakat kelompok% rutama dalam proses

pengambilan keputusan (Kementerian P e& , 2014). Meskipun tujuan
PPIP telah dinyatakan sebagaimana t divatas, dalam pelaksanaan PPIP
masih menghadapi berbagai _mas rena lemahnya pengawasan dari

pemerintah. Masalah-masaJa antara lain fasilitator yang tidak
memberdayakan masyara% kdecara langsung membuatkan RAB (Rencana
n

Anggaran Biaya) sun pertanggungjawaban keuangan OMS dan

memintakan kuti OMS atas jasanya; pembangunan infrastruktur yang

dilaksanak etiga (kontraktor) dan pungutan langsung ke kontraktor;
pekerj angunan jalan dengan pekerjaan pengaspalan yang kurang
meli % ah masyarakat; dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi
yame aratkan (BPKP, 2015). Hal ini sebenarnya tidak akan terjadi jika

seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dapat menjalankan perannya sesuai
dengan yang sudah ter - plotting sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan kajian tentang proses
pemberdayaan dan implementasi peran dalam pembangunan infrastruktur desa
berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga bisa melahirkan rekomendasi demi

memperbaiki tata kelola dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis
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pemberdayaan masyarakat baik di tingkat masyarakat, pemerintah daerah,

maupun stakeholder terkait lainnya.

1.2 Perumusan Masalah
Program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) merupakan
program berbasis pemberdayaan masyarakat yang komponen kegiatannya

meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan

identifikasi masalah ketersediaan akses ke infrastruktur dasag
perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dagar™\F
tahun 2014 -2015 didanai melalui dana APBN (Anggaran n Belanja

Negara) dengan rincian alokasi dan sebesar Rp. 10 O (seratus juta

rupiah) di tahun anggaran 2014 dilanjutkan pada tah gan alokasi dana

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta, rup nyelenggara program
adalah Tim Pelaksana yang dikoordinir ol dinasi di tingkat provinsi
dan kabupaten.

Kabupaten Tegal mendapa %pat belas) desa penerima program
yang tersebar di 10 (sepulu @?Kegiatan pembangunan infrastruktur
dalam program ini direncan oleh masyarakat dan dilaksanakan sendiri oleh
masyarakat secara swakelo idak boleh dikontraktualkan. Hasil infrastruktur

terbangun harus dipgliharazseRdiri oleh masyarakat melalui Kelompok Pemanfaat

dan Pemelih . Model program partisipatif dengan melibatkan peran aktif
masyara rtrni, harapannya adalah dapat menghasilkan hasil yang
berku@litas ' yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan

pe yang lebih inklusif serta lebih besar ekuitas dalam pembagian
keuntungan (Mansuri & Rao, 2013). Namun, mereka mengingatkan bahwa hasil
partisipasi sangat bervariasi tergantung pada karakteristik masyarakat seperti
ketidaksetaraan kekayaan, heterogenitas etnis, pengalaman manajemen dan peran
institusi pusat. Gender juga dapat mempengaruhi hasil partisipatif. Partisipasi
perempuan secara positif mempengaruhi keputusan, namun efektivitas partisipasi
mereka dimediasi oleh atribut dan keterampilan individu, status sosio-ekonomi

dan kemampuan lainnya (Agarwal, 2001, 2010).



Karakteristik masyarakat suatu daerah dengan daerah lain tidak sama
tergantung dimana mereka tinggal dan seperti apa lingkungan sosial, ekonomi dan
budayanya. Pada pelaksanaan program PPIP tahun 2014-2015 di Kabupaten
Tegal, terdapat perbedaan keterlibatan masyarakat antara daerah pegunungan dan
masyarakat daerah dataran rendah. Perbedaan partisipasi masyarakat
diindikasikan dengan adanya perbedaan jumlah masyarakat yang ikut serta selama
kegiatan berlangsung vyaitu sejak proses perencanaan seperti sosialisasi dan
rembug desa lainnya. Pada proses pelaksanaan kegiatan juga terdapat perbedaan
bantuan yang diberikan baik berupa tenaga ataupun biaya. Berdasark@MK
(Laporan Manajemen Keuangan) Kabupaten untuk PPIP tahun% 2015,
nilai swadaya masyarakat antar desa penerima PPIP be nominal
Rp.750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu) hingga a swadayanya
mencapai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima quta
partisipasi masyarakat dalam program ini tenttsaj ngaruh terhadap hasil
pekerjaannya, baik dari segi kuatitas penc Nget, kualitas infrastruktur

terbangun hingga ketepatan waktu pel

). Besar kecilnya

nya.
Dalam kasus program PPI upaten Tegal, partisipasi masyarakat
desa di daerah pegunungan tatnp besar ketimbang partisipasi masyarakat

di dataran rendah perkota@a, S kasus penelitian ini, Desa Dukuhbenda yang

berada di daerah

dengan nominal Rp.“25»

dan Rp. 13 %

tahun Q&ndingkan dengan Desa Slawi Kulon yang terletak di daerah

da %epatnya di wilayah Kecamatan Slawi yang merupakan ibukota
e

2

ncatatkan nilai swadaya yang paling tinggi
000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2014

iga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada

Kabupat Tegal, nominal swadaya masyarakatnya hanya sebesar Rp.

.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 2014 dan Rp. 2.500.000,00 (dua juta

lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015. Perbedaan besarnya swadaya masyarakat

antar desa tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat
di masing-masing desa.

Fenomena perbedaan partisipasi masyarakat di kedua desa tersebut yakni

Desa Dukuhbenda yang terletak di pegunungan menunjukan keterlibatan

masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan Desa Slawi Kulon yang berada di
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daerah perkotaan yang notabene status sosialnya lebih tinggi dari desa di
pegunungan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Brackertz & Meredyth (2009),
bahwa keterlibatan dalam pengembangan masyarakat mungkin tidak merata,
tergantung status sosialnya. Brackertz & Meredyth (2009), menyatakan bahwa
status sosial yang lebih tinggi cenderung lebih banyak berpartisipasi dalam
kegiatan kewarganegaraan. Namun secara umum harus diakui bahwa tingkat
kemampuan, pemberdayaan dan kemauan untuk terlibat dalam inisiatif program
pemerintah berbeda antar masyarakat satu dengan lainnya. Tentu saja untuk
menghasilkan tata kelola masyarakat yang sukses memerlukan p Mgan

sosial dan politik dengan cara yang berbeda (Somerville, 2005).

Hal lain yang menjadi catatan dalam pelaksan
desa penerima program yang pelaksanaan fisiknya oleh'pji iga (kontraktor).
Tentu saja tujuan program untuk pelibatan peran %rakat dalam hal ini
tidak tercapai karena pelaksanaanya bukan olef, ma t itu sendiri. Kualitas
dan kuantitas pekerjaan yang dihasi a% njadi tidak sesuai yang
dipersyaratkan. Selain itu rasa kepem@s rakat akan hasil pembangunan
tentu saja akan berkurang jika pek jkerjakan oleh pihak ketiga. Hal ini

menyebabkan upaya pemeljharaa

P, beberapa

pekerjaan yang dibangun tidak dapat

optimal. Dari contoh per ng terjadi dalam pelaksanaan PPIP tersebut
di atas, dimungkin %renakan adanya disfungsi peran dari stakeholder
yang terlibat dal %aan program. Stakeholder dalam PPIP berasal dari
berbagai | pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tim
ahli/ko %najemen provinsi dan kabupaten, fasilitator masyarakat,
p(@% dan organisasi masyarakat setempat. Menurut Kusumatantya
(2018); setap pemangku kepentingan memiliki beragam kemungkinan untuk
dapat melakukan disfungsi peran. Disfungsi peran tersebut tentu saja akan
mempengaruhi keberhasilan program, karena tanggung jawab masing-masing
stakeholder yang terlibat secara langsung yang sudah terploting dalam program
tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif atau
permasalahan dalam pelaksanaan program.

Dari uraian tersebut, jika dikaitkan antara adanya fenomena perbedaan

keterlibatan masyarakat antar desa  dengan adanya permasalahan dalam
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pelaksanaan program karena dimungkinkan adanya disfungsi peran stakeholder
yang terlibat langsung dalam program, maka muncul suatu pertanyaan penelitian
yaitu : “Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat pada program pembangunan
infrastruktur perdesaan di Kabupaten Tegal, faktor apa saja yang mempengaruhi

proses pemberdayaan masyarakat pada program tersebut?”’

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

masyarakat pada Program Pembangunan Infrastruktur PerdeSaanRPIR) di Desa

m dgmatan Slawi
1.3.2 Sasaran Penelitian Q\'
Untuk mencapai tujuan tersgb ut sasaran penelitian ini adalah :
1. Mengidentifikasi stakeholder )r% a dalam kegiatan PPIP di Kabupaten
Tegal. %
2. Mengidentifikasi prase %ﬂyaan dalam setiap tahapan kegiatan PPIP.

3. Menganalisis tor™akter yang mempengaruhi proses pemberdayaan

masyarakat gadaNgegiatan PPIP
4. Mengan p stakeholder dalam proses pemberdayaan masyarakat pada

kegiat
5.% uskan kesimpulan serta rekomendasi mengenai peran stakeholder dalam
p

embangunan infrastruktur desa berbasis pemberdayaan masyarakat

1.3.1 Tujuan Penelitian \
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pros erdayaan

Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa dan Desa Slawi

Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian tentang proses pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan infrastruktur perdesaan di Kabupaten Tegal ini adalah :



1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi penulis secara
pribadi yang bekerja di pemerintahan khususnya pada Dinas Perkimtaru dan
secara umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat praktis yang
diharapkan meliputi :
1. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi stakeholder terkait khususnya

pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Tegal dalam
mengambil kebijakan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Hasil kesimpulan dan rekomendasi penelitian dapat menjadi r@agi
program pemberdayaan yang sejenis. %
3. Dalam konteks keilmuan dapat menambah wawasan hi % iman dan
penataan ruang atau bidang ilmu lain yang terkait. @

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang mer Qﬂan ilmiah dan aplikasi ilmu
pengetahuan yang diharapkan d %di wacana dalam merumuskan
kebijakan dan strategi untuk Jor embangunan infrastruktur desa berbasis
pemberdayaan mayarak %u dapat menjadi wacana bagi penelitian
berikutnya. &

%(?nelitian

1.5 Ruan Qﬁ
embatasi penelitian agar lebih fokus pada inti permasalahan
i a penelitian ini hanya melingkupi dua bagian yaitu : ruang lingkup

pe%l
materidan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup materi memberikan gambaran
tentang hal-hal yang akan dikaji dalam penelitian. Sedangkan ruang lingkup

wilayah memberikan gambaran tentang lokasi penelitian dilaksanakan.

1.5.1 Ruang Lingkup Materi
Fokus materi pada penelitian ini adalah pada proses pemberdayaan

masyarakat dan implementasi peran stakeholder pada kegiatan PPIP di Desa
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Dukuhbenda dan Desa Slawi Kulon Kabupaten Tegal. Adapun ruang lingkup
materi penelitian ini disesuaikan dengan sasaran penelitian yang telah dijabarkan
sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi stakeholder dan perannya dalam kegiatan PPIP di Desa
Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa dan Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal. Pembahasan ini mencakup identifikasi stakeholder dalam
kegiatan PPIP, serta mengetahui sejauh mana masing-masing stakeholder telah
menjalankan perannya secara normatif. Stakeholder yang akan dibakas detail
dalam penrelitian ini adalah stakeholder pada kegiatan PPIR di tiggkat
kabupaten dan tingkat desa. Hal ini dilakukan atas pertimba % older
pada tingkat provinsi hanya sebatas penentu kebijaka ggiatan PPIP,
tidak spesifik pada proses pemberdayaan masayaraka

2. Mengidentifikasi proses pemberdayaan dalam ssgti pan kegiatan PPIP.

desa, karena di tingkat desa ini merupa imNgdari proses pemberdayaan.

ngan proses pemberdayaan model
EPE (Engagement-Participatjon-

3. Menganalisis faktor- fakt
masyarakat pada kegi nalisis ini dilakukan mengetahui tantangan
apa yang dihad a&&es pemberdayaan pada kegiatan PPIP, apa saja
yang menjadi mtemal dan eksternal proses pemberdayaan tersebut.

4, Mengan& ra keholder dalam proses pemberdayaan masyarakat pada

kegi Analisis ini dilakukan untuk mengkaji peran stakeholder
QQ& engan fase/tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat di
a

mempengaruhi  proses pemberdayaan

asi penelitian. Sintesa hasil analisis ini dan analisis yang telah

dilakukan sebelumnya kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi

penelitian yang dapat menjadi referensi bagi program pemberdayaan yang
sejenis.

5. Merumuskan kesimpulan, pandangan serta rekomendasi mengenai peran

stakeholder dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis pemberdayaan

masyarakat di Kabupaten Tegal, sebagai masukan bagi pemerintah dan

stakeholder terkait untuk mengoptimalkan program pembangunan yang
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berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang
mandiri yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa secara

berkelanjutan.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini meliputi desa penerima PPIP di
Kabupaten Tegal tahun 2014 dan 2015, dalam hal ini khususnya pada Desa
Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa dan Desa Slawi Kulon Keca \Ska:wi.
Pemilihan Desa Dukuhbenda dan Desa Slawi Kulon untuk pelaksana e
ini didasarkan pada pertimbangan yaitu kedua desa tersebut m akteristik

yang berbeda karena yang satu berada di daerah pegunuhgan, danang satunya
berada di dataran rendah tepatnya di perkotaan. Peneliti iI lokasi dengan
karakteristik yang berbeda agar dapat mendapa IPyang lebih variatif
sebagai perbandingan maupun untuk mele %Ian penelitian. Adapun

itian

lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
p p p ‘N

" N T e
PO T

4

2

KABUPATEN ‘_.“.SIO & o
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} b
|

| . .
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¢ Desa Slawi Kulon ;

W) Y >
e " - e - -

Sumber : Bappeda Kabupaten Tegal, 2012
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LOKASI PENELITIAN
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1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan telah mempertimbangkan keberadaan
penelitian yang telah ada sebelumnya (khususnya tesis dan skripsi). Perbedaan
penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu
dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut :

TABEL I. 1
KEASLIAN PENELITIAN

Judul Penelitian ~ Tujuan Penelitian Metode Hasil Penel
Penelitian N

Analisis Peran Memaparkan kajian Deskriptif 1) Selama ini, pe ‘% pentingan dalam
Pemangku tentang eksistensi kualitatif i rogam pembangunan
Kepentingan Dan  berikut penelaahan ergo sebagai penyandang
Implementasinya  pemangku % egiatan,  organisasi
Dalam kepentingan dalam adyokasi, yang secara implisit
Pembangunan implementasi program ad intah.  Sementara, peran
Pertanian (Igbal, pembangunan pem epentingan lain yang terkena
2007) pertanian mp aik positif (penerima manfaat)

a negatif (di luar kesukarelaan), dari

berkaitan dengan harapan, manfaat, sumber

uatu kegiatan relatif kurang dilibatkan

secara hakiki.

2) Kunci dalam analisis pemangku

kepentingan adalah Kepentingan (yakni

v daya, komitmen, potensi konflik, dan jalinan
hubungan); dan Pengaruh (yakni berkaitan

dengan  kekuasaan terhadap kegiatan,

termasuk di dalamnya pengawasan terhadap

keputusan yang telah dibuat dan fasilitasi

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
pertanian, dan  penanganan  dampak

negatifnya).

Q 3) Implementasi analisis  pemangku
kepentingan mencakup aspek identifikasi
pemangku kepentingan, persepsi pemangku

kepentingan, informasi dan pelatihan, serta
monitoring dan evaluasi.

Analisis Memetakan para Deskriptif 1) Pemangku kepentingan dalam
Pemangku pihak yang kualitatif, pengelolaan dan pemulihan ekosistem
Kepentingan berkepentingan dalam  melalui kawasan DTA Danau Toba dapat
dalam Upaya pemulihan ekosistem  wawancara  digolongkan sebagai pemangku kepentingan
Pemulihan DTA Danau Toba semi kunci, utama, dan pendukung.
Ekosistem serta mengkaji potensi  terstruktur 2) Pemangku kepentingan kunci merupakan
Daerah konflik dan kolborasi lembaga pemerintah  kabupaten yang
Tangkapan Air para pihak untuk tupoksinya berkaitan langsung dengan
Danau Toba mewujudkan suatu pemulihan ekosistem DTA Toba seperti
(Sundawati & collective action Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan
Sanudin, 2009) Hidup yang memiliki peranan yang paling

tinggi dalam upaya pemulihan ekosistem
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kepentingan yang terlibat dalam perumusan

Judul Penelitian ~ Tujuan Penelitian Metqqle Hasil Penelitian
Penelitian
DTA Toba.
3) Meski tidak terjadi konflik kepentingan
antar  pemangku  kepentingan  yang
mengemuka, namun terdapat potensi konflik
di antara beberapa pemangku kepentingan.
Selain itu ditemukan pula potensi kolaborasi
antara beberapa pemangku kepentingan
Peran Pemangku  Mengetahui Deskriptif 1) Pemangku kepentingan yang terlibat
Kepentingan bagaimana peran kualitatif, dalam pembentukan dan pengembangan
Dalam pemangku melalui kelompok tabungan rumahan  vyaitu
Pembentukan kepentingan dalam survei Bapermas, masyarakaf, Nlar (PKK,
Komunitas Guna  pembentukan primer BKM, LPM, Kelurahan) inas-dinas
Mencapai komunitas guna dengan pendukung.
Ketahanan Sosial mencapai ketahanan teknik 2)Peran pem gk ingan mempunyai
Ekonomi sosial ekonomi wawancara  pengaruh hesarNdalamegFoses pembentukan
Masyarakat masyarakat siapa saja dan penge an kelompok.
(Kusumatantya,  yang terlibat, apakah 3) ] gsl peran para pemangku
2013) peran tersebut kepe ferdampak pada kerjasama
mempengaruhi d bangan kelompok menjadi
keberlangsungan stal berimplikasi melemahkan
kelompok, dan m an sosial ekonomi masyarakat yang
bagaimana se berusaha dibangun.
implikasinya terhadap
ketahanan sosial
ekonomi yang sedang
berusah dibangun\
Analisis Mengidentifikas alisis 1) Terdapat 18 pemangku kepentingan
Pemangku membuat kategeki emangku yang terdiri atas lima  pemangku
Kepentingan menyeligiki hu kepentingan  kepentingan  kunci, tujuh  pemangku
Dalam antara@pem kepentingan utama serta enam pemangku
Transformasi ke drtingkat kepentingan pendukung.
Kebijakan Fiskal ional danfsub 2) Berdasarkan  kategori  pemangku
(Nurfatriani, dkk: stgnal galam
um

2015)

n kebijakan
® I hijau

kebijakan fiskal hijau yaitu sebagai key
players, context setter, subject crowd dan
maka perlu strategi untuk mengoptimalkan
pengaturan pemangku kepentingan dalam
perwujudan kebijakan fiskal hijau yaitu
melalui peningkatan Kkolaborasi dan kerja
sama antara dan subject key players yang
memiliki  tingkat  kepentingan  tinggi
terhadap kebijakan fiskal hijau

Sumber : Analisis Penyusun, 2018
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1.7 Kerangka Pikir

Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, maka diperlukan kerangka
pikir yang akan memudahkan dalam melakukan proses penelitian dari awal
hingga akhir. Penelitian diawali dengan adanya latar belakang berupa tantangan
dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis pemberdayaan masyarakat dalam
penelitian ini yakni kegiatan PPIP. Fenomena adanya perbedaan keterlibatan
masyarakat diantara desa penerima program, terjadinya penyimpangan dalam

pelaksanaan program yang menyebabkan proses pemberdayaan tidaky berjalan
sesuai harapan, dan kurang optimalnya peran para pemangku '

an,

melatarbelakangi penulis untuk mengkaji proses pemberdayaan
peran stakeholder pada kegiatan PPIP tersebut. Berdasa \Jy
ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah gkaji proses

pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP. P

mbil studi kasus di
dua desa yang memiliki karakteristik yang berbeda esa Dukuhbenda yang
memiliki ciri perdesaan dan Desa Slawj KQ memeliliki ciri perkotaan
sebagai pembanding maupun pelengka%esi pulan penelitian.

Peneliti  kemudian

ne metode penelitian  untuk dapat

memecahkan permasalahan ersebut dan mengumpulkan teori-teori

yang relevan serta melak si pada lokasi penelitian. Teori yang relevan

yang digunakan ya ri-t€or*tentang stakeholder, pemberdayaan masyarakat,

pembangunan in dan penjelasan terkait kegiatan PPIP. Wawancara

mendalam u dan pengguna hasil kegiatan juga dilakukan untuk
mendu &lgkapan data. Seluruh data yang diperoleh dianalisis untuk
m %pulan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dan
implementasi peran pada kegiatan PPIP di wilayah penelitian serta apa saja yang
menjadi faktor yang mempengaruhi dalam proses pemberdayaan tersebut. Untuk

dapat memahami kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut :
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Latar Belakang:
Tantangan dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis pemberdayaan masyarakat
v
Fenomena perbedaan Terjadi penyimpangan Peran para pemangku

keterlibatan dalam pelaksanaan kepentingan
masyarakat di antara program, sehingga tujuan (stakeholder)

desa pererima pemberdayaan masyarakat dianggap kurang

program kurang optimal optimal

Penting untuk mengkaji proses pemberdayaan dan implementasi peran stakeholder pada
kegiatan PPIP dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan

d ~\

Researh Question:
“Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pembangunan infrastruktur
perdesaan di Kabupaten Tegal, faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemberdayaan
masyarakat pada kegiatan tersebut?”’

A\
Tujuan Penelitian :

Mengkaji proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP
di Desa Dukubenda dan Desa Slawi Kulon Kabupaten Tegal

N \
Tinjauan Pustaka :
1. Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Program PPIP
SASARAN |
- g - s w
Mengidentifikasi stakeholder yang Mengidentifikasi proses
berkepentingan dan perannya dalam PPIP pemberdayaan dalam tahapan
di Desa Dukuhbenda dan Slawi Kulon kegiatan PPIP
ANALISIS TN ) v
Menganalisis stakeholder dalam PPIP di Menganalisis proses pemberdayaan
Desa Dukuhbenda dan Slawi Kulon dalam tahapan kegiatan PPIP
N |
v
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses
pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP
Menganalisis peran stakeholder dalam proses
pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP
HASIL l

KESIMPULAN dan REKOMENDASI
Tentang proses pembe rdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP
di DesaDukubenda dan Desa Slawi Kulon Kabupaten Tegal

GAMBAR 1.2
KERANGKA PIKIR
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1.8 Metode Penelitian
1.8.1 Metode dan Strategi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang mencoba untuk
memahami secara holistik/menyeluruh persoalan pembangunan infrastruktur desa
yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus penelitian ini dipertajam pada
persoalan proses pemberdayaan masyarakat dan implementasi peran stakeholder
khususnya pada program yang menjadi studi kasus yaitu PPIP. Upaya pemahaman
tersebut dilakukan untuk menggiring penelitian dalam menjawab pertanyaan
penelitian yang telah dirumuskan. \

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pe % itatif.
Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yagN\digtmakan untuk

% blngan dengan

mengeksplorasi dan memahami suatu persoalan ya

masalah sosial atau masalah kemanusiaan, u usaha mengurai
kompleksitas suatu persoalan melalui cara pan&gv f dari tema khusus ke
tema yang lebih umum (Creswell, 2014; iyownd, 2013). Proses penelitian

mencakup membuat pertanyaan pen dan®prosedur yang masih bersifat

sementara, mengumpulkan data arw\ n, menganalisis data secara induktif,
membangun data yang patsial m tema, dan selanjutnya memberikan
interpretasi terhadap a data (Sugiyono, 2013). Implementasi
pendekatan kualitatj pe&gelitian ini, lebih ditekankan pada tindakan menggali

informasi dari st ng terlibat dalam kegiatan PPIP, yang terkait dengan

proses pe

stakeh alk.secara normatif maupun ideal.
trategl penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah
de

ke
& ggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Yin (2012), metode

penelitian studi kasus merupakan strategi untuk menjawab pertanyaan penelitian

syarakat termasuk identifikasi stakeholder serta peran

yang berkenaan dengan how (bagaimana) dan why (mengapa) pada fenomena
kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus
menurut Creswell (2014), adalah pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi
kehidupan nyata, dengan sistem terbatas kasus atau berbagai kasus, melalui
pengumpulan data yang mendalam dan detail dengan melibatkan beragam sumber

informasi seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen, dan
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berbagai laporan. Herdiansyah (2014), menyebutkan bahwa salah satu ciri dari
studi kasus adalah adanya sistem yang berbatas, yakni adanya batasan dalam hal
waktu dan tempat serta batasan dalam hal kasus yang diangkat dapat berupa
program, kejadian, aktivitas, atau subjek penelitian.

Eksplorasi data dalam penelitian studi kasus bergantung pada kasus yang
dijadikan sebagai obyek penelitianya. Dalam pelaksanaan program pembangunan
infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat, terdapat perbedaan keterlibatan
masyarakat antara desa satu dengan lainnya,sehingga dalam penelitianyini kasus
yang diambil tidak hanya satu kasus. Peneliti mengambil dua kasus dua
lokasi yang dapat mewakili perbedaan karakteristik masyar arkan

topografi wilayahnya yaitu lokasi di daerah pedesaan di pe

- Jan daerah
perkotaan di daerah dataran rendah. Kasus lebih dari satt 'g nakan sebagai

pembanding atau saling melengkapi. Pada penelg’ ian Ninisperbedaan dua kasus

yang berbeda ini dikomparatifkan sebagai pem% uk memperkaya hasil
penelitian. Qﬁ
leb

Penelitian yang menggunaka ebth dari satu menurut Yin (2012),
termasuk dalam jenis studi multi k% us jamak). Penggunaan kasus lebih

dari satu dimaksudkan unt an data lebih detail, sehingga deskripsi

hasil penelitian menjadi l€bi

1.8.2 Pros nes-';

pefelitian ini mengikuti proses penelitian studi kasus yang
dijelagkan n (2012). Untuk penelitian studi multi kasus yang jumlah kasus
da it isisnya lebih dari satu, proses penelitiannya hampir sama dengan

studi kasus tunggal. Perbedaannya adalah untuk studi multi kasus terdapat proses

cidan terpercaya.

yang mengkaji, mengaitkan dan menyilangkan hasil kajian masing- masing kasus.

Proses pentahapan penelitian studi kasus dengan 2 kasus dilakukan
dengan dua tahap. Tahap pertama Kasus 1 di Desa Dukuhbenda Kecamatan
Bumijawa dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan
penyusunan laporan sampai selesai, baru kemudian dilanjutkan untuk
pengumpulan data pada kasus 2 di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi. Namun

sebelum dilakukan pengumpulan data pada kasus 2, dilakukan peninjauan kisi-Kisi
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yang telah dibuat sebelum ke lapangan terlebih dahulu, karena dimungkinkan ada
pengurangan atau penambahan Kkisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga
pengumpulan data di kasus 2 dilakukan dengan mengeksplorasi Kkisi-kisi
penelitian yang telah diperbaiki dari kasus pertama. Setelah tahap pengumpulan
data kemudian dilakukan pengolahan data dan penyusunan laporan.

Setelah tahap penyusunan laporan dua kasus selesai, kemudian dilakukan
analisis terhadap semua kasus biasa disebut analisis komparasi. Analisis
komparasi kasus ini dilakukan dengan cara mengkomparasi antara kasus 1 dan
kasus 2. Dalam proses penelitian pada kasus kegiatan PPIP di ked Nini,

prosesnya tidak benar-benar terpisah kasus 1 dan kasus 2, n aikan
dengan hasil penelitian, ada beberapa analisis yang dibaha % um tanpa
D

e kasus karena

elitian dapat dilihat

dipisah per kasus karena berlaku sama, ada pula yan

terdapat perbedaan. Untuk lebih jelasnya tahapanearo

pada Gambar 1.3 berikut: \,

&
&



Pe nge mbangan

Teori:

e Teori
pemberdayaan
masyarakat

e Teori analisis
stakeholder

Pemilihan
Kasus

Sumber : Analisis Penyusun, 2018

9

Desain
tata cara
pengum-

pulan data

A\

Tinjauan Kasus

Tinjauan
Kasus 1 :
Identifikasi

proses

pemberdayaan
masyarakat

pada keg.PPIP

(Dukuhbenda)

ldan2:
Identifikasi
stakeholder dan
perannya pada
kegiatan PPIP

(8\?\

- Wawancara
- Observasi
- Dokumen

%c'.)\

Tinjauan
Kasus 2 :

Identifikasi
proses

o

Analisis Kasus
ldan2:
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
proses
pemberdayaan

d
Q
dalam proses

Analisis
asus 1 :
Peran

A

stakeholder

pemberdayaan
pada keg.PPIP
(Dukuhbenda)

Analisis
Komparasi

Kasus 1 dan 2

—

Kesimpulan
dan

Rekomendasi

pemberdayaan
masyarakat

pada keg.PPIP

(Slawi Kulon)

GAMBAR 1. 3

PROSES PENELITIAN

Peran
stakeholder
dalam proses
pemberdayaan
pada keg.PPIP
(Slawi Kulon)
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1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data
primer yang bersumber dari narasumber dan data sekunder sebagai pedukung
bersumber dari dokumen dan laporan-laporan serta studi-studi yang telah
dilakukan sebelumnya. Adapun yang menjadi sumber data utama adalah dari hasil
wawancara terhadap narasumber. Adapun yang menjadi narasumber, teknik

pengumpulan data, dan kebutuhan data dalam penelitian ini dijelaskan dalam sub

bab berikut. \
1.8.3.1 Narasumber @
Sugiyono (2013), menjelaskan dalam p e litatif tidak

menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif begaagkatedari kasus tertentu

dan hasil kajiannya hanya berlaku untuk kasus, sit

ditransferkan ke tempat lain jika situasi so @ i sebut memiliki kesamaan
situasi sosial pada kasus yang dipelajariNSumber data primer dalam penelitian

kualitatif adalah narasumber/in NN\SeBagai sumber informasi utama.
Narasumber ini sebagai suby: % a nginterpretasikan situasi, yang bisa
e

tal tersebut, atau dapat

merasakan dan melihat fakta dian yang terjadi selama kasus berlangsung.
Dalam penelittan 1 ai narasumber adalah stakeholder yang terlibat
secara langsung %«s naan kegiatan PPIP. Stakeholder ini adalah pelaku
kegiatan PP %{J desa. Narasumber lainnya adalah tokoh masyarakat,
ti

fasilitato elaksana serta Satker yang bertanggungjawab dalam

pelaks§anaa an PPIP dikedua lokasi.
Q%ntuan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling yaitu memilih sumber informasi yang dianggap paling
memahami dan mengetahui banyak informasi mengenai permasalahan dan
memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan terhadap penelitian yang dilaksankan,
sementara teknik sampling yang digunakan adalah maximum variation dan
snowball. Maximum variation merupakan proses menentukan beberapa orang
sebagai informan kunci (key informan) untuk menggali informasi secara
mendalam. Identifikasi narasumber sebagai informan kunci dilakukan dengan

prinsip snowballing yakni dengan mencari informan yang paling tepat untuk
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berdiskusi kemudian melakukan penggalian informasi dari key infomance pada
salah satu stakeholder dan menggelinding ke informan lainnya sampai kebutuhan
peneliti tercukupi. Stakeholder kunci pertama sebagai pembuka jalan bagi proses
snowball sampling adalah Kepala Satker PIP Kabupaten Tegal yang ada di Dinas
Permukiman dan Tata Ruang. Stakeholder di tingkat kabupaten untuk kedua
lokasi penelitian adalah sama, karena kewenangan stakeholder PPIP di tingkat
kabupaten melingkupi keempatbelas desa penerima manfaat di kabupaten Tegal.

Sedangkan stakeholder pelaksanaan PPIP di tingkat desa berbeda-beda sesuai
desa masing-masing. Dalam penelitian ini key informan sebagai sub% itian

dapat merupakan perwakilan dari masing- masing stakeholder ya njadi
tiga kelompok yaitu, stakeholder kunci, pendukung dan - o mpokkan
stakeholder dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut : @

TABEL ME

SUBYEK PENELITYAN SEMENTARA

Stakeholder Kunci Stakeho Stakeholder Penunjang

Tata Ruang (Dinas e (FM)

* Dinas Permukiman &  * Orwﬂ' syarakat  * Fasilitator Masyarakat

Perkimtaru) %

* Bappeda pok Pemanfaat * Konsultan Manajemen
emelihara (KPP) Kabupaten (KMK)

* Dinas Pemberd gﬂ) Kader Desa (KD) * Badan Permusyawaratan

Masyarakat Desa (BPD)

(Disper

* Kepala Desa

enyusun, 2018

Narasumber di kedua lokasi penelitian terdiri dari fasilitator masyarakat
yang mendampingi pelaksanaan PPIP di desa tersebut; pelaksana program dalam
hal ini OMS (organisasi masyarakat setempat), KD (kader desa) dan KPP
(kelompok pemanfaat dan pemelihara); tokoh masyarakat; dan masyarakat
penerima manfaat. Tokoh masyarakat di sini terdiri dari kepala desa, aparat desa
yang terlibat pada waktu kegiatan berlangsung, perwakilan BPD (badan
permusyawaratan desa) dan tokoh masyarakat lain yang terlibat dalam proses
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kegiatan PPIP. Sedangkan masyarakat penerima manfaat yang berpotensi sebagai
narasumber adalah masyarakat yang berperan serta aktif selama kegiatan PPIP
berlangsung, dan masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan
fisik kegiatan PPIP.

Jumlah narasumber dalam penelitian ini bersifat fleksibel tidak dibatasi,
jika dari hasil snowballing ternyata dibutuhkan stakeholder lain selain hasil
literatur agar informasi lebih utuh, tidak menutup kemungkinan untuk ditambah
atau sebaliknya jika ada stakeholder dinyatakan tidak relevan a akan
dieliminasi. Penambahan narasumber dihentikan jika data yang dip dah

jenuh, yakni saat informasi dari berbagai narasumber tidak mem pladd yang
baru lagi, jawaban yang diberikan hampir sama ata dan dapat
menjawab tujuan penelitian. Tuntasnya perolehan in alam penelitian

kualitatif adalah dengan keragaman variasi yang @da,

sumber data (Sugiyono, 2013). \
1.8.3.2 Teknik Pengumpulan Da§
r

Pengumpulan data gkaian aktivitas yang saling terkait
an data dan informasi untuk menjawab

yang muncul (Creswell, 2014). Data yang

banyaknya sampel

yang bertujuan untuk
pertanyaan-pertanya e
dibutuhkan dala % ifi terdiri daridata primer dan data sekunder. Afrizal
(2016), menj % a data primer merupakan data yang diperoleh langsung
dari su b berupa hasil pengamatan (observasi) maupun melalui
infor s’% orman dalam proses wawancara atau diskusi terbatas lainnya.
Se%%&ta sekunder merupakan kumpulan data yang berupa dokumen yang
digunakan sebagai pelengkap dan alat kontrol pengujian informasi yang diperoleh
dari hasil wawancara.
1. Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara wawancara terhadap narasumber sebagai informan yang menjadi subyek
penelitian dan observasi lapangan. Bentuk data primer diperoleh baik dalam

bentuk bahasa verbal dan non verbal serta perilaku dari narasumber yang diamati

dan diwawancarai peneliti.
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a. Wawancara mendalam (indepth interview)

Merupakan kegiatan mewawancarai personil yang dipilih sebagai
sumber informasi atau informan yang tentunya telah dikualifikasi sebagai
orang paling layak untuk memberikan informasi terkait data dan informasi
yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini wawancara mendalam
dilakukan pada semua narasumber yang dipilih dari hasil identifikasi
stakeholder yang dianggap mewakili kepentingan kelompoknya.

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka Iangsun\fiigan
eliti

penelitian. Peneliti melakukan perekaman pewmbi selama wawancara

setelah mendapatkan ijin dari narasumber. berusaha menjaga

wawancara sebagai open-ended sela QJ/ memberi informasi yang
esi wa

relevan dengan penelitian, dan me wancara dengan menanyakan

kembali kesediaan narasumber u ihubungi atau didatangi kembali jika
peneliti masih mempunyai lanjutan.

Wawancara gan narasumber dari kepala Satker PIP
Kabupaten Teg t pelaksanaan PPIP tahun 2014-2015 lalu yang dulu
menjabat kasi nan dan perumahan permukiman bidang Cipta Karya
DPU, n ekarang beliau menjabat sebagai kasie perencanaan bidang

ba ung Dinas Perkimtaru. Dari informasi yang didapat dari Kepala

peneliti diarahkan untuk melanjutkan wawancara dengan Timlak
%a n, baru dilanjutkan ke desa yang menjadi lokasi penelitian. Adapun
metode wawancara yang dilakukan di kedua lokasi penelitian adalah sebagai
berikut :
1) Wawancara terhadap narasumber di Slawi Kulon
Metode yang digunakan untuk memilih narasumber adalah metode
snowballing (metode bola salju). Narasumber kunci pertama adalah
fasilitator masyarakat (FM) yang mendampingi PPIP di Desa Slawi Kulon

saat itu, karena fasilitator memiliki banyak informasi terkait siapa-siapa
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b. Ob

% swell (2014) dengan mengutip pernyataan Angrosino (2007)
efinisikan observasi sebagai suatu proses memperhatikan fenomena di

2)

m

saja yang menjadi kepala desa, OMS, KPP, KD, BPD serta masyarakat
yang terlibat langsung dalam program. Namun tidak semua narasumber
mau diwawancarai karena alasan kesibukan pekerjaan, sudah pindah
rumah dan ada juga yang menolak. Beberapa data sekunder peneliti

dapatkan dari kantor balaidesa dan BKM desa Slawi Kulon.

Wawancara terhadap narasumber di Dukuhbenda

Narasumber kunci pertama untuk mendapatkan informas N)esa
Dukuhbenda adalah fasilitator masyarakat yang mendaffipingi PRIP di
desa tersebut. Karena letak desa yang di daerah pegu ng gan jarak
tempuh cukup jauh, untuk mempermudah dala Wawancara,
peneliti melalui FM terlebih dahulu meng spala desa untuk

menginformasikan terlebih dahulu repcan ncara, sehingga saat
peneliti datang ke lokasi narasumbe% kap diwawancara sudah siap.
k

Wawancara dengan kepala de u di ruang kerja kades di balai

desa. Setelah selesai wawan pak kades dilanjutkan wawancara
dengan anggota KPP @ n% ang kebetulan saat ini menjadi perangkat
3 8 ilak

ukan sekalian di balai desa. Sedangkan
wawancara d an [’Pmasyarakat dan warga yang terlibat langsung

dilakukandiruma

asing- masing.

lapangan melalui kelima indera peneliti dengan menggunkan instrumen atau
perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Pada dasarnya, tujuan
observasi adalah untuk mendiskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-
aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan
tersebut, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat
tersebut. Observasi lapangan sifatnya pendukung data yang telah diceritakan

oleh narasumber.
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2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan penunjang data primer. Pengumpulan datanya
berasal dari instansi, laporan kegiatan atau studi yang pernah dilakukan
sebelumnya jika ada. Bentuk data sekunder berupa dokumen yang berupa buku-
buku sebagai kepustakaan ilmiah yang berkaitan dengan peran stakeholder dan
aktivitas pemberdayaan masyarakat. Data sekunder ini sifatnya untuk melengkapi
atau mendukung beberapa informasi yang diberikan oleh narasumber, Sumber
data berasal dari instansi terkait yaitu Dinas Permukiman dan a\mg,

Bappeda, Kelurahan, Satker PIP tingkat provinsi dan kabupaten % paten

Tegal serta Konsultan manajemen pendamping. ®

ta yang akan digunakan

1.8.3.3 Kebutuhan Data
Tabel kebutuhan data merupaka
sebagai acuan dalam melakukan survei primen maupun survei sekunder. Data

yang diperoleh melalui survei prim urvei sekunder digunakan sebagai

input dalam tahapan analisis. ebutuhan dalam penelitian yang akan
dilakukan dapat dilihat p a& berikut :
? TABEL I. 3
UTUHAN DATA PENELITIAN

Kebutuhan Data dan Informasi Jenis Teknik Sumber Data
Data Pengumpulan
Data
Stakeholder yang berperan dalam Primer Telaah dokumen | * Dinas
kegiatan PPIP, dengan dikelompokan dan dan wawancara | Perkimtaru
perannya dalam | menjadi: Sekunder | serta teknik
PPIP * stakeholder utama snowball dalam | *Stakeholder
memilih terkait
*  stakeholder kunci informan terkait
* stakeholder penunjang
Mengidentifikasi | Proses pemberdayaan dalamtiap tahap | Primer Wawancara *Stakeholder
proses PPIP dikaitkan dengan proses terkait
pe mberdayaan pemberdayaan model EPE
dalam setiap *  Tahap Persiapan
tahapan PPIP *  Tahap Perencanaan
*  Tahap Pelaksanaan Fisik
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No Sasaran Kebutuhan Data dan Informasi Jenis Teknik Sumber Data
Data Pengumpulan
Data
Tahap Pasca Pelaks. Fisik
3 Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Primer Wawancara *Stakeholder
faktor yang masyarakat untuk mau terlibat terkait dan
me mpengar uhi dalam program pemberdayaan masyarakat
proses masyarakat yang terlibat
pemberdayaan langsung
masyar akat
4 Menganalisis Peran stakeholder dalam proses Primer Wawancara *Stakeholder
peran pemberdayaan masyarakat merujuk terkait dan
stakeholder pada empat fase pemberdayaan masyarakat
dalam proses model EPE (Engagement- \ yang terlibat
pemberdayaan Participation-Empowerment) %angsung
masyar akat
Harapan/peran ideal untuk masing-
masing stakeholder

Sumber : Analisis Penyusun, 2018

1.8.4 Pengolahan Data dan Teknik Analisi V\

1.8.4.1 Pengolahan Data \
Teknik pengolahan data mer ta penting yang perlu dilakukan

sebelum melakukan analisis data. an®data dilakukan terhadap data yang

diperoleh peneliti baik datagp upun sekunder. Langkah awal dalam

penelitian adalah dengag,m

berdasarkan hasil w& dalam, observasi maupun dokumen yang ada.

e m

Kemudian dilanjut

catatan lapangan yang rinci dan lengkap

elakukan review secara menyeluruh dan cepat
untuk mend n /gambaran tentang isi keseluruhan dokumen yang akan

dianalisi ah “tftu pelajari satu persatu dokumen secara teliti untuk

mene%vh -kata penting, simbol-simbol, argumen, kejadian yang relevan
de%' peneliti, atau hal-hal dalam catatan lapangan yang muncul berkali-
kali, kémudian tandai temuan penting tersebut dengan kode atau label untuk
mengkategorikannya dalam beberapa tema. Pemberian kode (coding) bertujuan
untuk memudahkan peneliti dalam menemukan secara cepat beberapa hasil
wawancara melalui pemilahan, pengelompokkan dan klasifikasi berdasarkan
kode.
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Berikut cara pemberian kode hasil wawancara dengan narasumber di dua

lokasi kasus :

Sat/W2/D/20012018/51-55 dimana,

Sat = Satker (kode stakeholder yang menjadi narasumber, misal FM untuk
Fasilitator, TL untuk Tim Pelaksana, dst)

W2 = Wawancara ke-2

D = Desa Dukuhbenda, S untuk Desa Slawi Kulon \

20-01-2018 = tanggal wawancara dilakukan

51-55 = menunjukkan lokasi baris dalam verbatin (baris ke 51thingga"e&

Pemberian kode (coding) hasil wawancara tersek W gambarkan

secara visual dalam contoh bentuk tabel hasil wawa a ana Gambar
1.4 dibawah ini : §

Nama Responden
Jabatan

Pekerjaan Sekarang
Hari/Tanggal
Pukul

Lokasi

Kode

Baris 3 Uraian Wawancara Tema
1 it M,

: Kode stakeholder yang menjadi narasumber
: Kode wawancara ke-

: Kode desa
] :Kode tanggal wawancara dilakukan

Sumber : Analisis Penyusun, 2018

GAMBAR 1.4
CONTOH BENTUK TABEL HASIL WAWANCARA
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Data yang sudah teridentifikasi, kemudian dikelompok-kelompokkan
sehingga dapat diketahui data mana yang masuk ke dalam kategori tertentu, dan
data mana saja yang masuk dalam kategori lainnya. Kategorisasi dilakukan
berdasarkan kesamaan tematik dan substansi Setelah pemberian kode pada data
dalam bentuk teks, kemudian memeriksa teks untuk mencari tema yang berulang
yang disesuaikan dengan tujuan penelitian hingga peneliti menemukan beberapa
tema kunci.

Hasil wawancara kemudian dipilih kata-kata kuncinya «emudian
dikelompokkan dengan memberi tanda (highlight) pada kata kunc y\alah
memberi highlight pada hasil wawancara, peneliti mengelom -kata
kunci atau sub-sub tema menjadi tema tertentu. Lang - ya yakni
pengelompokkan tema berdasarkan kesamaan tematik s stansi sesuali
dengan kebutuhan analisis. Hal yang penting dala

nomor urutan baris yang menunjukkan Ietak%
highlights ke dalam kode yang telah dibuat.

%n untuk strategi pendekatan studi kasus

dalam penelitian ini geng riptif kualitatif. Untuk mendeskripsikan hasil

penelitian pada % igunakan teknik analisis komparasi kasus. Teknik

komparasi iNNdilakukan untuk melihat keterkaitan diantara kedua kasus
m

sehingg

ini adalah pemberian

1.8.4.2 Teknik Analisis

Teknik analisis yan

andingkan atau menggabungkan antara dua kasus yang
meméliki
ko%i hJgasus sebagai analisis yang dilakukan dengan mengakaitkan antara
deskripsi hasil analisa kasus yang satu dengan kasus yang lain. Analisis komparasi

a elemen yang berbeda. Yin (2012), mendefinisikan analisis

kasus didahului dengan analisis terhadap masing-masing kasus terlebih dahulu
dengan cara mengkaitkan tema-tema yang diperoleh. Analisis terhadap masing-
masing kasus terlebih dahulu dilakukan untuk menjawab sasaran penelitian

sebagai berikut :
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1. Identifikasi stakeholder dalam kegiatan PPIP

Tahap awal proses identifikasi stakeholder dilakukan melalui studi
literatur dan informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui gambaran
stakeholder  dalam kegiatan PPIP secara umum. Identifikasi stakeholder
dilakukan untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam kegiatan PPIP di kedua
lokasi penelitian. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan dalam proses identifikasi
stakeholder menurut Reed et al. (2009), yaitu FGD (Focus Group Discussion),
wawancara semi terstruktur, dan cara snowball sampling. Dalam penelitian ini

identifikasi stakeholder dalam kegiatan PPIP dilakukan dengan carg@ w, cara
semi terstruktur dan snowball sampling. Kemudian set older
teridentifikasi, kemudian dikelompokkan menjadi tiga ke lggmag Baurut Crosby

-
(1991), vyaitu 1) stakeholder kunci, 2) stakeholder stakeholder

Setelah semua stakeholder teridentif&si, an identifikasi peran
stakeholder. Identifikasi peran dilakukan de klasifikasikan peran yang

dapat dijalankan oleh stakeholder ke

pendukung.

lima peran menurut Nugroho, et.al.
(2014), yakni sebagai policy creator t kebijakan dan aturan), koordinator,
fasilitator, implementator la
percepatan pencapaian t@j m). Hal ini dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana masing; &%holder telah menjalankan peran dalam kegiatan

PPIP secara no% ha¥apan akan peran yang semestinya dijalankan masing-
sega

rogram), dan akselerator (mendorong

ideal sesuai tahapan dalam kegiatan PPIP.

ses pemberdayaan dalam setiap tahapan kegiatan PPIP
& dentifikasi  proses pemberdayaan dilakukan terlebih  dahulu
men

entifikasi apa saja aktivitas yang melibatkan masyarakat dalam setiap
tahapan kegiatan PPIP Identifikasi dilakukan dengan telaah dokumen dan
wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil identifikasi aktivitas
pemberdayaan ini kemudian akan dianalisis untuk mengetahui proses
pemberdayaan dikaitkan dengan empat fase pemberdayaan dalam model EPE
(Engangement — Participation — Empowerment). Istilah endogen (dari dalam)

dalam hal ini adalah endogen dari sisi stakeholder utama yaitu pihak yang terkena
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dampak program secara langsung, sehingga kelompok stakeholder lainnya

merupakan eksogen.

3. Menganalisis faktor-faktor vyang mempengaruhi proses pemberdayaan

masyarakat pada kegiatan PPIP

Analisis ini dilakukan mengetahui tantangan apa yang dihadapi dalam
proses pemberdayaan pada kegiatan PPIP, apa saja yang menjadi faktor internal

dan faktor eksternal proses pemberdayaan tersebut. Eksplorasi data dan informasi

dilakukan melalui telaah dokumen yang menyangkut tata cara waan
program dan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Q

4. Menganalisis peran stakeholder dalam proses pemberday. akat pada
kegiatan PPIP %
Analisis ini dilakukan untuk mengkaji older dikaitkan

dengan fase/tahapan dalam proses pemberdayaan m t yang menjadi tujuan

program. Teknik analisis menggunakan IKanalisis deskriptif kualitatif,
dimana penyusunan kajian peran stakeRold dalam proses pemberdayaan

didapatkan dari hasil identifikasi st&keh an perannya dalam kegiatan PPIP
dan hasil identifikasi pros s% aan dalam setiap tahapan PPIP.
f

Selanjutnya peran stakeho efSebut dikaitkan dengan fase/tahapan dalam

proses pemberdayaan gflas
Untuk nganalis

pemberdayaan rakat di Kabupaten Tegal secara umum dan untuk

i masing-masing lokasi penelitian.

faktor-faktor yang mempengaruhi  proses

merumu % ran stakeholder yang berbasis pemberdayaan masyarakat,
dilak a&& komparasi kasus dengan cara mengkomparasi analisis yang
teQ@an di kedua lokasi penelitian dengan mengkaitkan antara deskripsi
hasil anglisa kasus di Desa Dukuhbenda dengan kasus di Desa Slawi Kulon.

1.8.5 Keabsahan Data

Keabsahan data dari hasil wawancara terhadap narasumber merupakan
aspek vyang signifikan dan menjadi bagian yang penting. Keabsahan data
dilakukan  agar data yang diperoleh dalam penelitian  dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data dalam penelitian ini
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dilakukan dengan cara Triangulasi, dengan pengecekan data dari informan-
informan yang berbeda atau dari sumber data yang berbeda. Triangulasi dilakukan
untuk memperkuat data, membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan
kelengkapan data.

Triangulasi merupakan upaya untuk memvalidasi temuan penelitian
dengan membandingkan jeis data yang berbeda, dan perspektif narasumber yang
berbeda. Metode triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengujian
sumber data (infoman kunci), diskusi dan metode. Perbandingan asumsi antara
stakeholder dilakukan dengan membandingkan asumsi informanl kugchbaik

secara terpisah (sumber data). Hasil wawancara dengan Sat% gkan
a

dengan hasil wawancara dengan fasilitator, tokoh katha®MS atau
masyarakat yang terkena dampak PPIP. Perbandin i Juga dilakukan
antar kelompok informan kunci (diskusi). Hasil engan ketua OMS

dibandingkan dengan hasil wawancara an @) nnya. Pengujian juga
dilengkapi dengan pengujian metode yait ml ingkan hasil wawancara,
observasi, dengan telaah dokumen. %b yak yang mendukung sebuah
asumsi, maka validitas temuan sema inggi dan sebaliknya. Teknik triangulasi
dalam penelitian dapat digar% ti Gambar 1.5 berikut :

Q&, Peran
stakeholder

dalam Proses
Pemberdayaan

Diskusi

Sumber : Analisis Penyusun, 2018

GAMBAR 1.5
TEKNIK TRIANGULASI DATA DALAM PENELITIAN
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Beberapa pendapat maupun informasi dari narasumber yang sering
muncul dicocokkan dengan informasi dari narasumber yang lain. Apabila
informasi tersebut sama, maka informasi tersebut dapat dikatakan valid dan dapat
diolah atau dianalisis. Selain itu keabasahan informasi juga dicocokkan dengan
dokumen-dokumen vyang peneliti dapatkan. Sebagai contoh untuk metode
pencocokkan pola antara hasil wawancara dengan masyarakat terdampak

langsung dicocokkan dengan narasumber lainnya baik itu OM dan

fasilitator. Kemudian informasi tersebut dicocokkan denga ari

narasumber dari desa lain maupun dari instansi.

1.8.6 Kerangka Analisis @
J

Kerangka analisis bertujuan untuk jukkan setiap tahapan analisis
dalam penyusunan laporan ini sebagai n@l elaskan secara detail dalam

teknik analisis. Kerangka analisis ditu pada Gambar 1.6 sebagai berikut:



Stakeholder dan Perannya \ Identifikasi stakeholder dan
dalam kegiatan PPIP : perannya di keg. PPIP

e Data Sekunder di kedua lokasi
> Stakeholder yang terlibat " Kualitaif - Konfimasi dengan |
2 Peran normatif / teknik snawball

l
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—

Pengelompokan stakeholder dan
implememtasi perannya dikeg. |
PPIP

Aktivitas pemberdayaan dalam\

tahap keg. PPIP :

o Data Sekunder

e Data Primer (wawancara
mendalam)

|

(1dentifikasi aktivitas pemberdayaan\
lokasi 1

Deskriptif Kualititatif

>

-

Hasil analisis proses
pemberdayaan mengacu tahapan

pemberdayaan model EPE lokasi 1

(1dentifikasi aktivitas pemberdayaan\
lokasi 2

—

Deskriptif Kualititatif

Y o\ N M

Hasil analisis proses
pemberdayaan mengacu tahapan
pemberdayaan model EPE lokasi 2)

(. /
. VN )'
[ Analisis Komparasi
kedua lokasi

Faktor yang mempengaruhi
proses pemberdayaan
e Data Primer
=>» Kendala tantangan dalam
dalam proses pemberdayaan

a N\

Analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi proses
pemberday aan

Hasil Faktor Internal dan
Eksternal dalam proses
pemberdayaan

N

Sumber : Analisis penyusun, 2018

—

Analisis peran stakeholder (" Hasil analisis Peran Stakeholder )
dalam proses pemberdayaan dim proses pemberdayaan masy :
lokasi 1 Mengacu tahapan pemberday aan
" Desiaipiif Kualitiatif ) \____ ModelEPE lokasil )
lisi keholder | (" Rasil analisi p
Analisis peran stakeholder Hasil analisis Peran Stakeholder
dalam proses pemberday aan dim proses pemberdayaan masy :
__________ lokasi2 M engacu tahapan pemb_erdayaan
Deskriptif Kualititatif ) model EPE lokasi 2
v
Analisis Komparasi KES IMPULAN DAN
kedua lokasi REKOMENDASI
GAMBAR 1.6

KERANGKA ANALISIS PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI
KABUPATEN TEGAL
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1.9 Definisi Operasional
Agar diperoleh pengertian yang sama khususnya yang berkaitan dengan
penelitian ini serta untuk memghindari perbedaan persepsi, berikut beberapa
definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini :
1. Stakeholder
Stakeholder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemangku kepentingan

terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan PPIP di Desa Dukuhbenda

dan Desa Slawi Kulon Kabupaten Tegal tahun anggaran 2014-2015.
2. Proses Pemberdayaan \

Pemberdayaan yang dimaksud adalah serangkaian proses % "
kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yakni me " gntrol lebih
atas usaha perbaikan kehidupan mereka dengan is an masalah,
mengidentifikasi, merencanakan solusi, malaks program hingga
melakukan pemeliharaan / pengelolaan ter ;p%k uktur terbangun hasil
program. Qm\l
3. Endogen

Endogen adalah yang berasal % (internal). Yang dimaksud aktor
endogen dalam penelitiar@g ak yang terkena dampak program secara

langsung yaitu masyar

4. Eksogen

Eksogen adal g}erasal dari luar (eksternal). Yang dimaksud aktor
eksogenq panélitian ini adalah pemangku kepentingan diluar aktor

1.10 istematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :
BAB1 PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang melandasi tema penelitian
terutama di wilayah studi. Latar belakang menjadi dasar perumusan masalah,
tujuan, sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup materi dan ruang lingkup
wilayah yang dikaji, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian,
dan sistematika penulisan
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BAB Il TINJAUAN PUSTAKA PROSES PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN

Pada Bab ini dikemukakan tinjauan pustaka yang berhungan dengan tema

penelitian vyaitu tentang peran stakeholder, pemberdayaan masyarakat,

pembangunan infrastruktur, dan program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PPIP). Pada bagian akhir bab ini akan disajikan sintesa literatur yang merupakan

gambaran keterkaitan masing-masing literatur yang telah dibahas, serta kisi-kisi

penelitian sebagai kerangka eksplorasi data dalam mencapai tujuard;%\\

penelitian. Q
BAB 11l GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI x

Bab ini menggambarkan secara umum lokasi penelit Ilputl gambaran

aran

umum Kabupaten Tegal, gambaran umum progra uan lokasi 1 (Desa

Dukuhbenda) dan tinjauan lokasi 2 (Desa SI%

BAB IV ANALISIS PROSES AYAAN  MASYARAKAT

DALAM PEMBANG RASTRUKTUR PERDESAAN
DI KABUPATEN L

Pada bab ini menyajikan pe
kegiatan PPIP, |dent|

asap identifikasi stakeholder dan perannya dalam
emberdayaan dalam setiap tahap PPIP, faktor-

faktor yang me ses pemberdayaan, serta analisis peran stakeholder
dalam proses n pada kegiatan PPIP di Kabupaten Tegal.

Ba ajlkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi
terkait dengan proses pemberdayaan dalam pembangunan infrastruktur desa

berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal.









BAB II
TINJAUAN PUSTAKA PROSES PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN

2.1 Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
Pemangku kepentingan atau biasa disebut Stakeholder didefinisikan

sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipgngaruhi
oleh suatu pencapaian tujuan tertentu (Mitchell et al., 1997) ata% ang
memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebi'ak , dan
aktivitas pembangunan (Gonsalves et al., 2005). Stakeholg -. diartikan
seseorang, kelompok atau organisasi yang memiliki dalam kebijakan
yang dipromosikan (Schmeer, 2000). Mereka dap roga“ekganisasi, komunitas,
kelompok sosial ekonomi, pemerintah, atau agagyang berasal dari berbagai
dimensi pada setiap tingkat golongan masyar (Igkal, 2007).

Dalam implementasi progra bahgunan, stakeholder memiliki

definisi yang beraneka ragam. ngku kepentingan digunakan untuk

mendeskripsikan komunitas, atau

dampak dari aktivitas nan atau kebijakan, di mana mereka
berkepentinganter% aktivitas pembangunan atau kebijakan tersebut. Hal

isasi yang secara permanen menerima

ini perlu disadari, gdt dampak yang diterima masyarakat tidak selalu adil.
Ada masv% g mungkin menanggung biaya sedangkan sebagian

masys % a justru memperoleh manfaat dari aktivitas pembangunan atau
kel tersgbut (Race & Millar, 2008).
Secara garis besar, Crosby (1991) mengelompokkan stakeholder menjadi

tiga kelompok sebagi berikut :

1. Stakeholder kunci, yaitu pihak yang berpengaruh kuat atau penting terkait
dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

2. Stakeholder utama, yaitu pihak yang menerima dampak positif atau negatif dari
suatu kegiatan.

3. Stakeholder penunjang, yaitu pihak yang menjadi perantara dalam proses

penyampaian kegiatan. Kelompok ini dapat digolongkan atas pihak
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penyandang dana, pelaksana, pengawas, organisasi advokasi seperti LSM,
organisasi pemerintahan dan pihak swasta. Stakeholder ini bisa perorangan
atau kelompok kunci yang mempunyai kepentingan formal maupun informal.
Pengklasifikasian stakeholder dapat juga dibedakan menjadi stakeholder
sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil. Namun dalam implementasinya
secara umum bisa dianggap sama dengan Klasifikasi menurut Crosby diatas,
dimana sektor publik merupakan stakeholder kunci, sektor swasta sebagai
stakeholder penunjang dan masyarakat sipil sebagai stakehold utama
(Kusumatantya, 2013). Berbeda dengan pendapat Kessler et@l?),
stakeholder diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan sifatnya % older
aktif yaitu mengacu pada kelompok yang memiliki finansial
langsung, dan stakeholder pasif yang mengacu p yang tidak

memiliki keterlibatan finansial langsung dengan a ram Dari berbagai

pengklasifikasian tersebut diatas dapat di ara  umum memiliki

kemiripan, hanya berbeda dalam pemberjan fikasinya saja, selanjutnya

dalam penelitian ini klasifikasi yan akah yaitu klasifikasi berdasarkan

pendapat Crosby yaitu stakeholder ukung dan kunci.

Pemahaman peran _n@si
analisis ~ Stakeholder. a stakeholder — merupakan suatu proses
mengidentifikasi i , R¢lompok, dan organisasi yang dipengaruhi atau dapat

n®an generasi yang akan datang serta memprioritaskan

ing stakeholder tidak lepas dari proses

mempengaruhi li

rlibat dalam proses pengambilan keputusan (Reed et al.,

individu-in a
2009). %n analisis yang dilakukan meliputi 1) identifikasi pemangku
ganNg)

ke mengelompokkan dan mengkategorikan pemangku kepentingan,

dan"8)’memyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan. Analisis stakeholder

diperlukan untuk mengidentifikasi aktor kunci dan aktor pendukung dari segi
pengetahuan, minat, posisi, aliansi dan kepentingannya terhadap suatu kebijakan
atau program. Selain itu Analisis stakeholder digunakan untuk mengidentifikasi
aktor atau komunitas yang paling terdampak dari suatu program (Race & Millar,
2008). Ada dua hal penting dalam menganalisis stakeholder menurut Crosby

(1991), yakni 1) interest (kepentingan) dan 2) influence (pengaruh).



